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KOMISI PEMILIHAN  UMUM
KABUPATEN  KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEWABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEEN KEPULA'UAN SELAYAR TAHUEN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang           :  a.    bahwa     dalam  ran8ka  meningkatkan  akuntabilitas

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Komisi
Pemfiinan   Umum   Kabupaten   Kepulauan    Selayar
Tahun   2025,   perlu   menunjuk   Pejabat   Pengadaan
Barang/ Jasa;

b.   bahwa    berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana
dimaksud    dalam    huruf    a,    perlu    menetapkan
Keputusan    Sekretaris    Komisi    Pemilihan    Umum
Kabupaten  Kepulauan  Selayar  tentang  Penunjukan
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat
Komisi    Pemilihan    Umum    Kabupaten    Kepulauan
Selayar Tahun 2025;

Mengingat             :    1.      Undang-undang   Nomor    17   Tahun    2003    tentang
Keuangan     Negara     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia    Tahun    2003    Nomor    47,    Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286) ;
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2.      Undang-Undang    Nomor    1    Tahun    2004    tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3.      Undang-Undang    Nomor    7    Tahun    2017    tentang
Pemilihan     Umum     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia    Tahun    2017    Nomor    182,    Tambahan
Lembaran  Negara  Repubhik  Indonesia  Nomor  6109};
sebagalmana  telah  diubah  dengari  Undang-Undang
Nomor  7  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah    Pengganti    Undang-Undang    Nomor    1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor   7   Tahun   2017   tentang   Pernilihan   Umum
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Ip.dorre].es_ia    Tdha±`n     2023     Nomo<r    54,     Tam`haham

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) ;
4.      Peraturan  Presiden  Nomor   16  Tahun  2018  tentang

Pengadaan   Barang/Jasa   Pemerintah   sebagaimana
diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  12  tahun
2021   tentang  Perubahan   atas   Peraturan   Presiden
Nomor      16     Tahun     2018     tentang     Pengadaan
Baramg/da-sa Pe..merin±ah .{Ifm._her,an Nngara .B.epHblik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5.      Peraturan  Pemerintah  Nomor 8  Tahun  2006  tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinep.a Instansi Pemerintah

{Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006
Nomor   25,   Tambahan   Lembaran.   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4614);

6.      Peraturan pem€r!ir].±ah Mom.er 27 Tah]jLn 2014 ±entang
Pengelolaan         Barang         Milik        Negara / Daerah
sebagaimana     telah     diubah     dengan     Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014
Tentang   Pengelolaan   Barang   Milik   Negara/Daerah

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020
No_.mar   142,   Tan._baLhran   len._harar].   Negara   RfpHblik
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Indonesia Nomor 6523);

7.      Peraturan            Menteri            Keuangan            Nomor
210/PMK.05/2022   tentang  Tata   Cara   Pembayaran
Pelaksanaan    Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja
Negara {Berita Negara Repu-blik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1333);

8.      Peraturan        Lembaga        Kebijakan        Pengadaan
Barang,/Jasa   Pemerintah   Nomor   10   Tahun   2021
tentang  Unit  Kelja  Pengadaan  Barang/Jasa  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

9.      Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun
2013  tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Komisi   Pemilihan   Umum   (Berita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1286);

10..    P€`Iaturan  Komis.i  P€milihari.  U.in.Idm  No.m®r  8  Tar.`un

2019  tentang  Tata  Kelja  Komisi  Pemilihan  Umum,
Komisi    Pemilihan    Umum    FTovinsi,    Dan    Komisi
Pemilihan   Umum   Kabupaten/Kota   (Berifa   Negara
Republik     Indonesia     tahun     2019     Nomor     320)
sebagaimana   telah   beberapa   kali   diubah   terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  12
Tahuzi.     2023     ten±an]g     Perukeaal.an     K£`1`in±a    atas
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun
2019  tentang  Tata  Kelja  Komisi  Pemilihan  Umum,
Komisi    Pemilihan    Umum    FTovinsi,    dan    Komisi
Pemilihan   Umum   Kabupaten/Kota   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

11.    Peraturan     Komisi     Pemilihan     Umum     Republik
.Indori.esia   N®m.®r   14   Tahur].   20.20   Ten±ang   Tugas,

Fungsi,     Susunan    Organisasi,    dan    Tata    Ken.a
Sekretariat    Jenderal    Komisi    Pemilihan    Umum,
Sekretariat  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi,   dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236),   sebagaimana   telah   beberapa   kali   diubah,
tera±+ch.ir  de.n.a:an.  Peraturan  Kom.isi  PeAm.ilih.an  Urn.ILLm.
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Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  14 Tahun
2020 tentang Tugas, F`ungsi, Susunan Onganisasi, dan
Tata   Ken.a   Sekretariat  Jenderal   Komisi   Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemfiihan Umum Provinsi,
dan       S ekretariat       Komisi       Pemilihan       Umu in
Kabupaten/Kota  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826};

12.    Keputusan   Sekretaris   Jenderal   Komisi   Pemilihan
Umum  Republik  Indonesia  Nomor   17  Tahun  2023
tentang   Penunjukan   Kuasa   Pengguna   Anggaran/
Barang   dan/atau    Pelaksana   Tugas    (Plt)    Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat  Komisi
Pemilihan   Umum   FTovinsi   dan   Komisi   Pemilihan
Um]dm .K±b`Hpater]. / K®ta;

Menetapkan

KESATU

KEDUA

MBMUTUSRAN :

:    KEPUTUSAN  SEKRETARIS   KOMISI   PEMILIHAN  UMUM

RABU PATEN        KEPU LAUAN        S ELAYAR        TENTAN G

PENUNJUKAN    PEUABAT    PENGADjIAN    BARANG    DAN

JASA  PADA  SEKRETARIAT  KOMISI  PEMILIHAN  UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025.

:   Menunju..k dam_ mene±apkan €Trama yzLng tor-sebljLt_ di haREah

ini  sebagai  Pejabat  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pada
Sekretariat     Komisi     Pemilihan     Umum     Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2025 sebagai berikut:
Nana                            : Muh. Hajir salam
NIP                                      :  198509222010121003

Pangkat/Gol.Ruang    : Penata Tingkat 1/Ill.d
I.ahatap.                       : S±af.Pelaksap.a
Unit Ken.a                     : Sekretariat KPu provinsi sulawesi

Selatan
:   Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pengadaan Barang

dan Jasa Kornisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauari
Selayar Tahun 2025 adalah:
a.   Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa;
b.   .Menetapkan de±k!±men pe_ngrajdagam.`;
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KETIGA

KEEMPAT

c.   Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
d.   Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

d i        website        Kemen terian / Lembaga / Pe merin tah
D aerah / I n stitu si      masing-masing      dan       pap an

pengumuman     resmi     untuk     masyarakat     serta
menyampaikan  ke  LPSE  untuk  diumumkan  dalam

portal pengadaan nasional;
e.   Menflal   kua_]ifika_si   Penyedia   Barang/Jasa   melalui

prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
f.    Melakukan  evaluasi  administrasi,  teknis,  dan  harga

terhadap penawaran yang masuk;
9.   Menetapkan penyedia Barang/Jasa;
h.   Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen

pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
i.    Me`nyim.pan    d.okumen    asli    `pem.ilihan     Penyedia

Barang/Jasa;
j.    Menyerahkan    dokumen    asli    Pemilihan    Penyedia

Barang/Jasa kepada PA/ KPA;
k.   Membuat    laporan    mengenai    proses    Pengadaan

kepadapA/KPA;
I.    Memberikan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan

kegiatan Pengad.aan .Barang/Jasa k.epa`da PA,/ KPA;
in.  Melakukan  tugas-tugas  lain yang  diperlukan  dalam

melaksanakan     Pengadaan     Barang/Jasa     untuk
keperluan    Komisi    Pemilihan    Umum    Kabupaten
Kepulauan     Selayar    dengan    berpedoman     pada
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Segala  biaya  yang  timbul  sehubungan  dikeluarkannya
K..ep]±±i±san i_n`i dike:hank.ap. .pada Dafta.r I-siam Pelak,sanaam.

Anggaran      Komisi      Pemilihan      Umum      Kabupaten
Kepulauan Selayar tahun 2025.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan  dilaksanakan  dengan  penuh  rasa
tanggungjawab.
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KELIRA :   Keputusan  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  ditetapkan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Benteng
`Pad`a `fanggal 2 tJanuari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
RABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesual dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
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